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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam mengatasi peredaran obat sirup yang 

mengandung zat berbahaya dan untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam 

mengatasi peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran obat sirup yang mengandung bahan 

berbahaya yang menimbulkan korban bagi konsumen khususnya anak-anak. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengambil lokasi 

wilayah Kota Jambi dan BPOM dengan meenggunakan data primer dan data 

sekunder dan analisis data secara kualitatif induktif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 1) Wewenang BPOM terkait peredaran obat sirup diatur di dalam 

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yang mencakup penerbitan ijin edar 

produk dan sertifikat sesuai standar dan persyaratan keamanan, melakukan 

penyidikan dan penyelidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, 2) 

Pemerintah melalui BPOM Jambi telah melakukan tindakan berupa pengawasan 

dan penarikan obat-obatan sirup yang telah dinyatakan dilarang oleh Pemerintah 

Pusat. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to know the authority of the Drug and Food 

Supervisory Authority (BPOM) of Jambi in tackling the circulation of syrup drugs 

containing harmful substances and to know what the government is doing to 

tackling circulation syrup medicines containing hazardous substances. This is 

hampered by the circulation of syrup drugs containing harmful substances that 

cause victims for consumers, especially children. This research is an empirical 

jurisprudence that takes the location of the city of Jambi and BPOM by using 

primary and secondary data and data analysis qualitatively inductive. The results 

of the research show that 1) the authority of the BPOM in relation to circulation 

of syrup drugs is regulated in Presidential Regulation No. 80 Year 2017, which 

includes the issuance of product licences and certificates in accordance with 

standards and safety requirements, conducting investigations and investigations 

in the field of drug and food supervision, 2) the Government through BPOM 

Jambi has undertaken measures such as surveillance and withdrawal of drugs 

syrup that have been declared prohibited by the Central Government. 
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